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BUPATI SUKAMARA 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
 

PERATURAN BUPATI SUKAMARA 

NOMOR 25  TAHUN 2018 
 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI SUKAMARA, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, 
Pemerintah Kabupaten Sukamara tidak dapat melakukan 

perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2018 karena melampaui batas waktu yang ditentukan; 

b. bahwa guna mengakomodir kebutuhan penting dan mendesak 
serta untuk kepentingan belanja prioritas maka perlu melakukan 

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2018; 

c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah, pergeseran anggaran dilakukan antar obyek 

belanja dalam jenis belanja yang berkenaan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukamara 
Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan 

Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, 

Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten 
Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito 

Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4180); 
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  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014   

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan  Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 
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 17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010      
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 

 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 541);   

  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 825); 

 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara 
Nomor  4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 

Nomor 12); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 16 Tahun 2017 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 

2018 Nomor 16). 
 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI SUKAMARA TENTANG PERUBAHAN 

KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUKAMARA NOMOR       

31 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018. 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukamara Nomor 31 Tahun 2017 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2018 (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 31) diubah sebagai 

berikut : 
 
 

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

 

Pasal 2 

 
Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD berdasarkan Rincian Objek 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 
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2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 3 

 

Perubahan Penjabaran APBD dan Perubahan Penjabaran APBD pada setiap 
Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III 

dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 
 

 

 
Pasal II 

 

 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara. 

 
 

Ditetapkan di Sukamara 
pada tanggal 26 November 2018 

 

BUPATI SUKAMARA, 
 

             ttd 

 

  WINDU SUBAGIO 

A 

 

 
Diundangkan di Sukamara 

pada tanggal 26 November 2018  

 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SUKAMARA, 

 
               Ttd. 

 

         SUTRISNO 

 
 

                      

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2018 NOMOR 25 

 
 

 

 


